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RINGKASAN TESIS

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 Ayat 3 berbunyi
“Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan
dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah”. Dalam hal ini dapat
diketahui bahwa Barang Milik Daerah (BMD) harus dikelola secara efisien, agar segala sesuatu
dalam pemerintahan bisa optimal. Efisiensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “tepat
atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu,
tenaga, biaya); mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat; berdaya guna; bertepat guna;
sangkil”. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan
dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan
(cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau
hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah —
rendahnya (spending well). Efisiensi penggunaan anggaran harus mencapai target yang telah
disusun sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terkait pengelolaan barang milik daerah yang harus
dilakukan secara efisien agar optimal, maka penulis disini melihat ada sedikit kejanggalan terhadap
pengelolaan yang ada pada Dinas Pemuda Dan Olahraga (DISPORA) di Kabupaten Kotawaringin
Timur, yang mana menurut penulis aset tersebut seharusnya dapat meningkatkan pendapatan
daerah, akan tetapi menyebabkan pengeluaran anggaran yang kurang efisien. Maka penulis
termotivasi untuk membuat tesis dengan judul: “OPTIMALISASIASET BANGUNAN DAERAH
SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN SEKALIGUS UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga
Di Kabupaten Kotawaringin Timur)”.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal demikian dijelaskan secara jelas di dalam
undang-undang bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan daerah adalah kekayaan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah, keuangan
daerah adalah salah satu aspek penting dalam proses penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
Keuangan daerah sendiri merujuk pada kekayaan daerah yang dapat dinilai dengan uang atau
barang. Agar pembelanjaan uangnya efektif dan efisien, pemerintah perlu melakukan pengelolaan
yang optimal yang meliputi perencanaan, pembuatan laporan keuangan, dan pengawasan.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005, pengertian keuangan daerah adalah
segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk menyelenggaraan
pemerintah daerah.



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,
Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang milik daerah
adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian. Sedangkan pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola
barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelola
barang milik daerah.

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan
sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis
yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.

Aset daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan otonomi
daerah apabila dapat dilakukan pengelolaan secara optimal. Salah satu bentuk optimalisasi
pengelolaan aset daerah adalah dalam segi pemanfaatan aset sehingga akan memberikan penilaian
yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang
penyelenggaraan otonomi daerah.

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dalam pasal 81 PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa : Sewa, Pinjam Pakai, Kerja
Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Serah Guna (BGS)/Bangun Susun Guna (BSG), Kerja Sama
Penyedia Inspratuktur (KSPI).

Kendala yang timbul dalam pengelolaan aset daerah antara lain adalah ketidak tertiban dalam
pengelolaan data aset sehingga berimplikasi pada kurangnya optimalisasi pemanfaatan dan
pengelolaan aset karena tidak diperolehnya nilai kemanfaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik
potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan sistem manajemen aset
dari mulai perencanaan, pemanfaatan, evaluasi dan monitoring terhadap aset daerah. Dari hasil
wawancara yang telah dilakukan bersama bapak Bapak Wim Erka Benong S.sos., M.m., salaku
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur, Pak wim telah
menyampaikan memang ada beberapa Kendala pada pengelolaan aset gedung dan/atau bangunan
serta aset-aset pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur, serta
pemerintah dan dinas terkait sudah dan sedang berupaya untuk mengoptimalkan aset-aset tersebut
walaupun masih banyak mengalami kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan juga pemerintahan
sekarang juga sudah mengikuti perkembangan zaman yaitu dengan cara membuat aplikasi
informasi SIPORAKOTIM, agar lebih mudah kedepannya dan semoga bisa cepat terealisasikan.
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 Ayat 3 berbunyi
“Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan
dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah”.

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan
sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis
yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.

Aset daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan otonomi
daerah apabila dapat dilakukan pengelolaan secara optimal. Salah satu bentuk optimalisasi
pengelolaan aset daerah adalah dalam segi pemanfaatan aset sehingga akan memberikan penilaian
yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang
penyelenggaraan otonomi daerah.

Kendala yang timbul dalam pengelolaan aset daerah antara lain adalah ketidak tertiban dalam
pengelolaan data aset sehingga berimplikasi pada kurangnya optimalisasi pemanfaatan dan
pengelolaan aset karena tidak diperolehnya nilai kemanfaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik
potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan sistem manajemen aset
dari mulai perencanaan, pemanfaatan, evaluasi dan monitoring terhadap aset daerah. Dari hasil
wawancara memang ada beberapa Kendala pada pengelolaan aset gedung dan/atau bangunan serta
aset-aset pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur, serta pemerintah dan
dinas terkait sudah dan sedang berupaya untuk mengoptimalkan aset-aset tersebut walaupun masih
banyak mengalami kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan juga pemerintahan sekarang juga sudah
mengikuti perkembangan zaman yaitu dengan cara membuat aplikasi informasi SIPORAKOTIM,
agar lebih mudah kedepannya.
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Government Regulation Number 28 of 2020 concerning Amendments to Government
Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property Property
Article 1 Paragraph 3 reads “Property Manager is an official who is authorized and responsible
for establishing policies and guidelines and managing State/Regional Property Property”.

Referring to the background and focus of the research taken, this research is categorized as
empirical legal research. Empirical legal research or sociological legal research is legal research
that obtains data from primary data sources.

Regional assets have a very large contribution to the implementation of regional autonomy if
they can be managed optimally. One form of optimizing regional asset management is in terms of
asset utilization so that it will provide a large assessment of the increase in Regional Original
Income (PAD) to support the implementation of regional autonomy.

Obstacles that arise in the management of regional assets include disorder in managing asset
data which has implications for a lack of optimizing the utilization and management of assets
because a benefit value is not obtained that is balanced with the potential intrinsic value contained
in the asset itself. Therefore an asset management system is needed starting from planning,
utilization, evaluation and monitoring of regional assets. From the results of the interviews, there
are indeed several obstacles to the management of building assets and/or buildings as well as
assets at the East Kotawaringin Regency Youth and Sports Service, as well as the government and
related agencies have and are trying to optimize these assets even though there are still many
difficulties faced, and also the current government has also kept up with the times, namely by
making the SIPORAKOTIM information application, so that it will be easier in the future.
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